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ABSTRACT
The discourse regarding the state's right to control natural resources (SDA) in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Law is very dynamic. This dynamic can be seen from the various conceptions of state control over natural resources as regulated in various laws in the field of natural resources. The absence of a single concept of "state control" will create the risk of natural resources being separated from the concept of state control and shifting to the concept of non-state control. Mineral and coal resources, as natural resources, are controlled by the state based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Law and are managed by the state for the greatest welfare of the people. The state's right to control is regulated in Article 33 of the 1945 Law which states that the state's natural resources can be utilized for the public interest. The nature of the research in writing this thesis uses descriptive analysis, the type of research uses normative law while the data collection method uses library research, and the type of data in this study uses secondary data. The concept of state control over coal and mineral resources must be understood in a broad sense, namely state control that originates from the concept of sovereignty of the Indonesian people over all sources of land and water wealth and the natural resources contained therein, including in the broad sense of collective ownership of these sources of wealth. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that the state is given authority by the people collectively to implement policies (beleid) and administrative activities (bestuursdaad), regulations (regelendaad), administration (beheersdaad), and supervision (toezichthoudensdaad) for the purpose of maximizing the welfare of the people. The state's authority in managing coal and mineral mining is based on the people's mandate to the state, including management duties, both legislative and statutory, to implement Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is described in various provisions.
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ABSTRAK
Wacana hak negara menguasai sumber daya alam (SDA) dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika ini dapat dilihat dari perbedaan konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam yang tertuang dalam berbagai undang-undang di bidang sumber daya alam. Ketiadaan satu konsep “penguasaan negara” akan menyebabkan risiko sumber daya alam terlepas dari konsep penguasaan negara dan beralih ke konsep penguasaan non-negara. Sumber daya mineral dan batubara, sebagai sumber daya alam, dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam negara boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka (Library Research), dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Konsep penguasaan negara atas sumber daya batubara dan mineral harus dipahami dalam arti luas yaitu penguasaan negara yang bersumber dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas seluruh sumber kekayaan tanah dan air. dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk didalamnya juga mencakup rasa kepemilikan kolektif yang luas terhadap sumber-sumber kekayaan yang bersangkutan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara diberi wewenang oleh rakyat secara kolektif untuk melaksanakan kebijaksanaan (beleid) dan kegiatan administrasi (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), penatausahaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk keperluan memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan negara dalam mengelola pertambangan batubara dan mineral didasarkan pada amanat rakyat kepada negara, termasuk tugas pengelolaan, baik legislatif maupun perundang-undangan, untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD NBRI 1945 yang dituangkan dalam berbagai ketentuan.
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PENDAHULUAN
Landasan filosofis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” rakyat". . . Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pengusahaan tanah, air, dan sumber daya alam di Indonesia mempunyai unsur-unsur penting, antara lain unsur “penguasaan negara” dan “penguasaan negara untuk kesejahteraan rakyat”. ." . Kedua unsur utama inilah yang menjadi jiwa dari seluruh kegiatan eksploitasi tanah, air, dan sumber daya alam. Pengusahaan sumber daya alam harus dikaitkan dengan persoalan filosofis yang mendasar berdasarkan ketentuan ayat 3 pasal 33 UUD 1945, khususnya apakah akan dieksploitasi atau tidak. mencerminkan kendali negara dan apakah pertambangan membawa kemakmuran terbesar bagi rakyat.
Kata dikuasai negara mengacu pada penggunaan kata “negara” dan bukan kata “pemerintah”. Tentu saja hal ini mempunyai arti dan tujuan tertentu bagi para pendiri negara saat itu. Kalau yang dipakai kata “Pemerintah” berarti yang mengurus Negara, bisa merujuk pada Pemerintah Pusat, tetapi bisa juga merujuk pada Pemerintah Daerah. Namun para pendiri negara pada masa itu lebih suka menggunakan kata “negara” yang berarti organisasi yang berdaulat dalam arti dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian, kata Negara merujuk pada suatu lembaga yang “bersifat negara” yang menyiratkan adanya kedaulatan. Dalam hal ini, tergantung sifat negaranya, kata Negara berarti pemerintah pusat yang dapat bertindak di dalam atau di luar negara. Oleh karena itu, arti kata “Negara” seharusnya mengacu pada pemerintah pusat. Namun hal tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang bersifat “lokal” (daerah) (Tri Hayati, 2015).
Penggunaan kata “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, mempunyai makna merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dari pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam yaitu terwujudnya kemakmuran rakyat. Ini hal yang terpenting yang merupakan “das sollen” dari penyelenggaraan pemerintahan terkait sumber daya alam di Indonesia. Sebenarnya apapun bentuk pengusahaannya, yang terpenting adalah tujuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dapat terwujud dalam tataran kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
Keterkaitan antara hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:
1. Segala pemanfaatan tanah dan air serta dampaknya (sumber daya alam) harus meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat secara nyata;
2. Melindungi dan menjamin seluruh hak masyarakat atas tanah, sumber air, dan sumber daya alam tertentu yang langsung dapat dihasilkan atau dinikmati langsung oleh masyarakat;
3. Mencegah tindakan pihak manapun yang mengakibatkan tidak mampu atau hilangnya hak masyarakat untuk menikmati sumber daya alam (Manan, 2012).
Terkait badan usaha milik negara, Mohammad Hatta berpendapat bahwa negara tidak perlu menjadi pengusaha atau wirausaha. Lebih tepatnya, kekuasaan negara terletak pada penetapan peraturan agar perekonomian berfungsi dengan baik, peraturan yang juga melarang pemilik modal mengeksploitasi kelompok lemah. Komite Keuangan dan Ekonomi yang dibentuk Badan Penyelidik Persiapan Independen Indonesia yang diketuai Mohammad Hatta mengemukakan pengertian dikuasai negara sebagai berikut : 
a. Pertama, Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; 
b. Kedua, semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya peran serta pemerintah; 
c. Ketiga, tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
d.  keempat, perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara (Budiarjo, 2012).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Mohammad Hatta, interpretasi frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah bahwa negara tidak perlu secara langsung terlibat dalam manajemen atau operasi cabang produksi, namun dapat menyerahkan tugas tersebut kepada usaha koperasi dan swasta. Tanggung jawab pemerintah meliputi pembuatan kebijakan dan pengawasan untuk memastikan ekonomi berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Menurut Hatta, negara tidak diwajibkan untuk mengelola cabang produksi tersebut, sehingga memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk memegang kendali dalam cabang produksi yang vital bagi masyarakat.
Sri Edi Swasono menegaskan bahwa istilah "dikuasai" tidak selalu berarti sebagai kepemilikan. Negara dapat mengendalikan ekonomi dengan menggunakan peraturan dan kebijakan tanpa harus memiliki aset-aset ekonomi. Pengaruh negara yang kuat menunjukkan bahwa pasar bebas atau harga pasar tidak diizinkan dalam perekonomian. Prioritas utamanya adalah melindungi kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Negara mengontrol sumber daya alam karena konsep hubungan publik. Konsep ini dianggap sebagai bagian dari hubungan publik karena pemahaman bahwa negara memiliki kekuasaan yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD NRI 1945. Konsep ini mencakup bidang politik (demokrasi politik) dan ekonomi (demokrasi ekonomi).
Dengan pemahaman kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Atas dasar tersebut, terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan kemaslahatan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), maka sumber daya Minerba harus dikuasai negara dan dijalankan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan dan keterjangkauan guna terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata (Mangkosoebroto, 2010).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Modifikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara disebut sebagai UU Minerba merupakan salah satu regulasi terkait pengurusan sumber daya alam. Undang-Undang Pertambangan adalah implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya alam seperti mineral dan batubara harus dikelola oleh pemerintah agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 33 UUD NRI 1945, pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat. Dalam UU Minerba, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pertambangan mencakup berbagai tahapan kegiatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral atau batubara, seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengembangan, pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pasca tambang.
Menurut penjelasan umum Undang-Undang Pertambangan, disebutkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dan harus digunakan untuk kepentingan terbesar dari kesejahteraan rakyat. Menurut aturan yang telah disebutkan, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia harus dilakukan dengan optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan lingkungan. Selain itu, pengelolaan tersebut juga harus adil karena sumber daya alam tersebut bersifat tidak terbarukan. Prinsip "Kebahagiaan Terbesar Bagi Jumlah Terbesar" merupakan ide utama Bentham yang sangat penting dalam situasi di mana Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada investor melalui Izin Usaha pertambangan mineral dan batubara. Dengan cara tersebut, akan dievaluasi apakah pengelolaan bisnis pertambangan mineral dan batubara oleh pihak investor akan memberikan manfaat yang maksimal bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut pandangan Bentham, konsep "kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang terbesar" adalah sangat penting. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini membahas bagaimana Konsep Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Sesuai Pasal 33 UUD 1945, dan bagaimana Konsepsi Dasar Penguasaan Pertambangan Migas Di Indonesia Kaitannya Dengan Penguasaan Negara. 

METODE
Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari kategori penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder tersebut terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama merupakan informasi yang memiliki kekuatan hukum, seperti regulasi hukum, sementara bahan hukum sekunder dan tersier adalah informasi pendukung tentang bahan hukum utama, seperti studi sebelumnya yang membahas topik penelitian yang sedang dilakukan dan yang sudah dipublikasikan serta buku-buku terkait. Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait analisis perbandingan tentang Hak Menguasai Negara Dalam Mengawasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia.

					     PEMBAHASAN
Makna Hak Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Negara
Ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas tanah, air, serta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Kelahiran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi titik balik dalam kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurut pernyataan Ibnu Sutowo, sejak kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kita telah menyadari bahwa kita harus mengendalikan sumber daya alam seperti yang tertulis dalam konstitusi kita. Pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam Indonesia diatur secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Menurut Soepomo, dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, frasa "dikuasai oleh negera" diartikan sebagai pengaturan dan pelaksanaan, terutama untuk meningkatkan produksi dan pembangunan. Soepomo, yang merupakan arsitek UUD 1945, memberikan pandangan bahwa konsep "dikuasai" seharusnya mengacu pada upaya pengelolaan dan peningkatan produksi. Sama seperti itu, Mohammad Hatta, salah satu penggagas negara Indonesia, juga seorang tokoh dalam bidang ekonomi Indonesia, mantan Wakil Presiden pertama, dan salah satu perancang UUD 1945, menyatakan bahwa :
“… Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti  macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris “public utilities” diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan Pemerintah…”. (Mangkosoebroto , 2010) 

Konsepsi “dikuasai oleh negara” sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD l945 tersebut, telah ditafsirkan oleh Mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 01-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU No.20 Tahun 2002 dan 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 1 Desember Tahun 2004, yang merumuskan bahwa penguasaan negara tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan. Dinyatakan bahwa:
“....Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa kepemilikan oleh negara memiliki makna yang lebih besar atau lebih meluas daripada kepemilikan dalam konteks hukum perdata. Konsep penguasaan oleh negara merupakan konsep dalam hukum publik yang berhubungan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam UUD 1945, baik dalam politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam konsep kedaulatan rakyat tersebut, rakyat diakui sebagai sumber, pemilik, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan negara, sesuai dengan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Keduanya mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara bersama-sama......”
Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak	 dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal :
a. Segala penggunaan sumber daya alam dan penghasilannya harus benar-benar meningkatkan kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi masyarakat.
b. Melakukan perampingan dalam bisnis dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Dengan mengidentifikasi area di mana ada pemborosan atau kelebihan, perusahaan dapat menyesuaikan proses mereka untuk menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Ini dapat berdampak positif pada profitabilitas perusahaan dan membantu mereka untuk tetap berkompetisi dalam pasar yang kompetitif. Melindungi dan menjamin segala hak-hak warga negara yang ada di dalam atau di atas permukaan bumi, di dalam air, dan pada sumber daya alam tertentu yang dapat dimanfaatkan langsung atau dinikmati langsung oleh warga negara.
c. Menghentikan semua usaha dari siapapun yang bertujuan untuk mencegah rakyat dari menikmati kekayaan alamnya atau untuk merampas hak-hak mereka (Fadjar, 2015).
Apabila dikaitkan dengan rezim agrarian yang merupakan aturan terkait sumber daya alam, khususnya tanah, terhadap frasa “dikuasi oleh negara”, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hal tersebut ditransformasikan ke dalam pengertian “Hak Menguasi Negara”. Dalam Pasal 2 UUPA diatur bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dengan demikian, interpretasi terhadap kontrol oleh pemerintah terhadap sumber daya alam telah jelas dan kuat, sehingga setiap peraturan di sektor sumber daya alam, baik yang baru maupun yang diubah, harus mengakui kontrol pemerintah atas sumber daya alam sebagai prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengusahaan dengan dasar prinsip pengusahaan negara dapat muncul dalam berbagai bentuk :
a. Penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan sendiri oleh negara; 
b. Penguasaan oleh negara dan pengusahaan oleh swasta; atau 
c. Penguasaan oleh negara dan pengusahaan oleh perusahaan negara.



Gambar 1: Skema Relasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1946
[image: ]














Berdasarkan skema itu, kita dapat menggunakan hubungan dalam skema tersebut sebagai penanda untuk menilai apakah pengendalian sumber daya alam membawa kemakmuran atau tidak.

Konsep Kewenangan Negara Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur, memanfaatkan, memulihkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pertambangan mineral dan batubara disebut kewenangan pengelolaan pertambangan Minerba. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah lokal diberikan wewenang untuk mengatur kegiatan pertambangan. Kewenangan publik adalah wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang terkait dengan urusan pemerintahan dan berpengaruh pada keputusan instansi pemerintah secara umum. Menurut Tri Hayati, berdasarkan pendapat Peter Leyland, kewenangan publik memiliki dua karakteristik utama yaitu; semua keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat dan setiap keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah harus menjadi pelayanan publik (Mahfud, 2017).
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah pusat diberi kewenangan penuh. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 telah dihapuskan. Pentingnya perubahan yang signifikan terkait pemindahan perizinan dan pengawasan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. UU Nomor Paraphrase: Paragraf tersebut berisi pasal-pasal undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. Pada tahun 2020, sebanyak 15 pasal telah mengalihkan wewenang dari daerah ke pemerintah pusat. Sebagai hasilnya, manajemen sumber daya alam akan cenderung terpusat. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor Tahun 2020 lebih dikaitkan dengan pemberian wewenang atributif, yang dalam konteks ini adalah sentralisasi. 
Khususnya berkaitan dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Nomor Pada tahun 2020, telah disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kemampuan untuk mendelegasikan kewenangan dalam memberikan izin usaha. Aturan itu pada pokoknya mencerminkan peraturan Delegasi. Pertanyaan apakah akan diinterpretasikan sebagai dekonsentrasi atau desentralisasi akan menjadi topik pembahasan berikutnya. Sangat menarik bahwa pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa wewenang itu telah diserahkan. Umumnya dalam peraturan hukum, frasa yang sering digunakan cenderung lebih condong kepada penyampaian dan sejenisnya.
Menurut Undang-Undang No tentang pertambangan, otoritas Kabupaten/Kota telah kehilangan semua wewenang dalam hal pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang pemerintah kabupaten/kota terbatas hanya pada izin pemanfaatan panas bumi langsung di wilayahnya. Kewenangan tersebut didasarkan pada Peraturan Undang-Undang No. Pada tahun 2014, Undang-Undang Panas Bumi telah disahkan, yang bukan didasarkan pada Undang-Undang Pertambangan dan Energi. Implikasi Konsekuensi undang-undang nomor Sejak tahun 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berwenang :
a. Membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan) 
b. Kewenangan menyusun peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan pertambangan 
c. Kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR).
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan undang-undang Nomor n Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengambil kembali wewenang pengelolaan sumber daya mineral oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain dari itu, juga terlihat terdapat beberapa tumpang tindih dalam peraturan antara undang-undang Nomor. Pada tahun 2009, disahkan Undang-Undang No. 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada tahun 2014, Pemerintah membuat undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang berumur 23 tahun. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan revisi terhadap berbagai produk hukum yang saling bertentangan. Dari berbagai kewenangan yang dijelaskan di atas, kewenangan yang paling vital dalam hubungannya dengan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara adalah kewenangan dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan, badan hukum, atau individu yang ditunjuk untuk itu. Undang-Undang Minerba memberikan wewenang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan begitu, dalam pengelolaan pertambangan tidak lagi ada pembagian bahan tambang, di mana bahan tambang strategis dan penting sekarang berada di bawah kontrol Pemerintah Pusat. Bahan galian yang dikategorikan sebagai kedaerahanlah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yakni bahan galian golongan C (Azhar and Satriawan).
Dengan demikian, konsep kepemilikan oleh negara seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Prinsip menyerahkan kontrol kepada Pemerintah, berasal dari prinsip Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa konsepsi "Negara" merupakan kepemilikan yang memiliki kedaulatan untuk bertindak di dalam dan di luar. Dalam konteks ini, organ yang memiliki wewenang dalam hal kebijakan dalam negeri dan luar negeri adalah "Pemerintah Pusat", sementara "Pemerintah Daerah" hanya memiliki kewenangan dalam negeri dan tidak memiliki kedaulatan. 
Dengan demikian, inti dari Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah bahwa Negara memiliki kontrol penuh sebagai pemegang kedaulatan dan representasi dalam kegiatan dalam dan luar negeri. Dengan demikian, konsep pengelolaan pertambangan yang sesuai dengan pemberian kewenangan kepada Pemerintah daerah perlu dievaluasi lagi agar sesuai dengan "konsep kepemilikan negara" berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pada akhirnya, pengelolaan pertambangan memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Konsepsi Dasar Penguasaan Pertambangan Migas Di Indonesia Kaitannya Dengan Penguasaan Negara
Apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W.Friedmann, maka dapat ditemukan kajian kritis sebagai berikut:
a. Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki peran sebagai regulator dan penjamin kebahagiaan rakyat dalam penguasaannya. Fungsi negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga apabila sumber daya alam dilepas ke koperasi atau swasta, harus ada regulasi dan pengawasan khusus yang diterapkan. Oleh sebab itu, negara tetap bertanggung jawab untuk mencapai tingkat kemakmuran yang maksimal bagi rakyat.
b. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan umum dan pelayanan publik. Dengan mempertimbangkan aspek filosofis, kepentingan masyarakat, kebijakan politik, kondisi ekonomi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran yang sebesar-besarnya (Aminuddin, 2012).
Menurut rumusan di atas, tampaknya terdapat beberapa komponen yang serupa. Dari pemahaman persamaan yang beragam, maka definisi hak penguasaan negara adalah negara dan pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan cara penggunaan, pemanfaatan, dan kepemilikan atas sumber daya alam dalam mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, sumber daya alam yang vital bagi negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat, karena berhubungan dengan kepentingan umum, harus menjadi kepemilikan negara dan dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, rakyat harus bisa menikmati sumber daya alam dengan adil dan merata, tanpa terkecuali di tengah suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang terjangkau.
Undang-undang Dasar adalah konstitusi tertulis yang pada dasarnya adalah satu-satunya aturan hukum sehingga hanya berisi prinsip-prinsip utama tentang bagaimana negara dijalankan. Karakteristiknya masih umum dan tidak spesifik, sehingga untuk bisa diterapkan dalam situasi spesifik, norma hukum yang umum dan tidak spesifik perlu diinterpretasikan. Penjelasan atau interpretasi dilakukan dan disesuaikan dengan konteksnya untuk kemudian diterapkan pada situasi tersebut. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran merupakan salah satu cara untuk memberikan pengertian tentang produk hukum agar prinsip-prinsipnya dapat diaplikasikan dalam konteks peristiwa yang spesifik. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa penafsiran adalah suatu metode untuk memahami arti yang terdapat dalam teks hukum agar dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan yang konkret (Sutedi, 2012).
Penafsiran tentang bagaimana negara mengendalikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dipahami dari keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Hingga kini, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan beberapa keputusan uji materi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi terhadap Pasal 33 UUD 1945, terutama terkait dengan konsep kontrol negara atas sumber daya alam, khususnya dalam menguji Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan kasus Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menafsirkan bahwa hak negara atas minyak dan gas bukan berarti kepemilikan langsung, tetapi lebih kepada proses merumuskan kebijakan, regulasi, administrasi, manajemen, dan pengawasan. Dengan begitu, walaupun negara memiliki kontrol atas cabang-cabang produksi yang penting, kebutuhan hidup banyak orang, dan sumber daya alam, hal ini tidak menutup kemungkinan peran individu atau swasta, asalkan lima peran negara yang telah disebutkan sebelumnya tetap dijaga, dan pemerintah serta pemerintah daerah tidak mampu melaksanakannya.
Dapat diamati lebih lanjut bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki formulasi yang simpel namun memiliki makna yang sangat mendalam dan luas. Dibuat untuk kebahagiaan semua penduduk Indonesia. Maka, mengenai penguasaan negara yang tepat ditempatkan di bagian keempat belas mengenai Kesejahteraan Sosial yang menjadi landasan hukum untuk kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan di tingkat nasional. Arti yang sangat mendalam ini terlihat dari niat para pencipta negara itu, yang dengan tegas menegaskan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam ini sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :
a. Negara memiliki kontrol atas sumber daya alam seperti Bumi, air, minyak, dan gas bumi. Makna "dikuasai oleh negara" adalah hasil dari ide-ide brilian dan kecerdikan pikiran yang dimiliki para pendiri negara. Jika diungkapkan sebagai "dalam kendali pemerintah," artinya dapat diatur baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut prinsip Hukum Administrasi Negara, Pemerintah dapat merujuk kepada entitas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dengan merumuskan kata-kata ini dengan "Pemerintah memiliki kendali", maka pesan untuk mencapai kemakmuran rakyat hanya berlaku di wilayah tempat terdapat sumber daya migas.
b. Pendidikan merupakan kunci sukses dalam kehidupan. Tanpa pendidikan yang baik, seseorang mungkin akan kesulitan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam karir dan kehidupan secara umum" "Pendidikan adalah faktor penentu kesuksesan dalam kehidupan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencapai kemampuan maksimal mereka dalam pekerjaan dan kehidupan secara keseluruhan. " Isi dari konstitusi hanyalah memberikan wewenang kepada negara untuk memiliki atau memiliki sesuatu. Dari segi hukum, itu juga tidak bersifat turunan, yang berarti tidak dapat dimiliki kembali oleh siapa pun. Baik kepada lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah, meskipun disampaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, hal tersebut akan tetap dianggap tidak sah menurut hukum, karena melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (hukum paling tinggi).
c. Pada saat yang sama, makna dari "digunakan untuk mencapai kesejahteraan maksimal bagi penduduk" adalah bahwa:
1. Pemanfaatan migas, tujuannya hanya satu yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Bila yang dimaksudkan tujuannya untuk lebih menekankan pada rakyat setempat, maka tentunya akan dirumuskan dengan kata “Kemakmuran Masyarakat” bukan kemakmuran rakyat. Inilah kecerdikan dan kecermatan para Pendiri Negara ini
2. Hanya negara yang diamanatkan oleh Konstitusi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, karena hanya negara yang berwenang, berkewajiban dan mampu melaksanakannya secara nasional.
Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar bagi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hak Menguasai Negara dalam konteks ini menjadi landasan bagi negara untuk memiliki kekuasaan yang lengkap dalam mengelola sumber daya Indonesia. Migas merupakan salah satu sektor produksi yang vital bagi perekonomian negara dan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta sebagai aset alam yang dikelola oleh pemerintah. Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengkonfirmasi kembali kontrol negara terhadap sumber daya minyak dan gas bumi. Isi pasal tersebut menjelaskan tentang pentingnya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbarui yang terdapat di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah aset nasional yang dikelola oleh negara. Pasal 2 dan 3 kemudian mengatur bahwa kontrol atas sumber daya oleh negara itu akan dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik tambang, melalui pembentukan Lembaga Pelaksana. (saat ini SKK Migas).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terkait Hak Menguasai Negara Dalam Mengawasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia. Pemahaman Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai "hak penguasaan" menegaskan bahwa penguasaan bahan galian ada di tangan Negara. Negara hanya memiliki hak penguasaan atas sumber daya alam tanpa kepemilikan penuh. Keberadaan kepemilikan atas mineral adalah milik seluruh penduduk Indonesia. Kemudian, pengelolaan pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai lembaga Negara, yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hak pengelolaan ekonomi berada pada pihak pelaku bisnis.
Konsep penguasaan negara terhadap sumber daya mineral dan batubara harus diinterpretasikan sebagai pengendalian oleh negara yang berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas semua kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, termasuk kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya tersebut. 
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa rakyat secara bersama-sama memberi otoritas kepada negara untuk membuat kebijakan dan melakukan tindakan administrasi, regulasi, manajemen, dan pengawasan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Kewenangan Negara Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara didasarkan pada kepercayaan rakyat kepada negara tersebut, termasuk dalam pengaturan legislasi maupun regulasi yang merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NBRI 1945, dan telah terwujud dalam berbagai peraturan. Banyak peraturan yang ada juga dianggap tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa peraturan, bahkan satu keseluruhan, dinyatakan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
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